BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada Bab IV mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat

melalui pengembangan penginapan berbasis syariah di Kota Bukittinggi,

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Peran pemerintah sebagai regulator dalam pengembangan
penginapan berbasis syariah di Kota Bukittinggi belum berjalan
secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya regulasi
khusus di tingkat daerah yang secara teknis dan komprehensif
mengatur  penyelenggaraan  penginapan berbasis  syariah.
Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, masih mengacu
pada regulasi umum kepariwisataan dan belum memiliki dasar
hukum untuk menetapkan standar syariah secara formal.
Akibatnya, penerapan konsep syariah pada penginapan masih
bersifat sukarela dan tidak seragam, serta lebih menekankan pada
penerapan unsur Islami dasar seperti penyediaan Al-Qur’an,
sajadah, arah kiblat, dan pemeriksaan identitas tamu. Ketiadaan
regulasi khusus ini juga membatasi ruang gerak pemerintah dalam
melakukan pengawasan dan penegakan standar syariah secara

menyeluruh.
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2. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan

masyarakat melalui pengembangan penginapan berbasis syariah
telah dilakukan, namun belum maksimal. Pemerintah Kota
Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata telah memberikan dukungan
berupa pelatihan, pembinaan pengelolaan penginapan, promosi
wisata ramah muslim, serta fasilitasi perizinan usaha. Upaya
tersebut telah membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat
dalam sektor penginapan dan meningkatkan pendapatan ekonomi.
Namun demikian, fasilitasi akses permodalan dan sertifikasi halal
masih terbatas, baik dari sisi anggaran maupun jangkauan
penerima manfaat. Sebagian besar proses sertifikasi halal masih
menjadi tanggung jawab pelaku usaha secara mandiri, sehingga
tidak semua penginapan -mampu memenuhi standar yang
diharapkan.

Peran pemerintah sebagai katalisator dalam menciptakan sinergi
antara pemerintah, pelaku usaha, tokoh agama, dan masyarakat
sudah mulai terlihat, tetapi belum sepenuhnya terbangun secara
sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah telah menjalin kerja sama
dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Agama, asosiasi
homestay, serta tokoh adat dan ulama dalam mendukung
pengembangan pariwisata halal. Namun, koordinasi lintas sektor
dan keterlibatan masyarakat secara aktif masih perlu diperkuat agar

tercipta ekosistem penginapan berbasis syariah yang terintegrasi.
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Peran katalisator ini belum sepenuhnya mampu mendorong
masyarakat menjadi pelaku utama yang mandiri dalam pengelolaan

penginapan berbasis syariah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

L.

Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai regulator disarankan untuk
menyusun dan menetapkan regulasi khusus yang mengatur pengembangan
dan pengelolaan penginapan berbasis syariah. Regulasi tersebut perlu
memuat pedoman teknis dan standar operasional yang jelas agar penerapan
prinsip syariah dapat dilakukan secara seragam serta menjadi dasar hukum
dalam pengawasan dan pembinaan penginapan syariah.

Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi diharapkan dapat meningkatkan
perannya dalam ' pemberdayaan- masyarakat melalui pembinaan dan
pendampingan | yang berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan
kapasitas pengelola penginapan berbasis syariah. Pemerintah juga perlu
memperluas fasilitasi akses permodalan serta pendampingan sertifikasi
halal agar pelaku usaha mampu mengelola penginapan secara profesional
dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat koordinasi dan kerja
sama lintas sektor dengan melibatkan pelaku usaha, tokoh agama, dan
masyarakat secara aktif. Sinergi yang terbangun secara berkelanjutan

diharapkan dapat menciptakan ekosistem penginapan berbasis syariah
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yang terintegrasi serta mendorong kemandirian masyarakat dalam

pengelolaannya.
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